Menimbang :

Mengingat

PRESIDEM
REFUBLIE INDOMESIA,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa agar dapat berperan sebagai alat perekonomian negara yang efisien
dan akuntabel sehingga mampu memperkuat perekonomian nasional, maka
Badan Urusan Logistik (BULOG) harus memiliki kemandirian di dalam

mengelola bidang usahanya;

. bahwa BULOG telah memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat

memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar
dalam mengelola usaha logistik pangan pokok secara nasional baik yang
bersifat pelayanan masyarakat maupun bersifat komersial,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, maka dipandang perlu menetapkan status hukum BULOG menjadi

Perusahaan Umum (PERUM) dengan Peraturan Pemerintah;

. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang
Dasar 1945;

Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);

Undang-undang Nomor 19/Prp/Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1989);

4. Undang ...
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4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3650);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum
(PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan
Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan
Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4137);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4254);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) BULOG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan ...
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. Perusahaan Umum (PERUM) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan
adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara
berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan di
bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan maksud agar
Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna
dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.

. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan
dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan
baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara
membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang
seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang
teknis operasional.

. Pengurusan sebagai badan usaha adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan
dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan sebagai badan usaha, sesuai
dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

Menteri Keuangan adalah Menteri yang mewakili Pemerintah dalam setiap
penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dimasukkan ke dalam
Perusahaan dan bertanggung jawab dalam pembinaan sehari-hari
Perusahaan.

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas
kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta
mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan kepengurusan Perusahaan.

Usaha Logistik Pangan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan
penyediaan dan pemindahan pangan antar tempat, waktu, bentuk dan

kepemilikan.

BABII ...
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BAB I
PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan Perusahaan Umum (PERUM)
BULOG.

Dengan didirikannya PERUM BULOG sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG yang untuk
pertama Kkali didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
114/U/KEP/1967 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 dibubarkan, dengan ketentuan
segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai LPND BULOG beralih
kepada Perusahaan Umum (PERUM) yang bersangkutan.

BAB Il
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Bagian Pertama

Umum

Pasal 3

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha
Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan
usaha logistik pangan pokok dan usaha-usaha lain.

Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang berlaku.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,

terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Pasal 5 ...
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Pasal 5

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

(1)

(@)

Bagian Ketiga
Sifat, Maksud dan Tujuan

Pasal 6

Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi

kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan

prinsip pengelolaan Perusahaan.

Maksud didirikannya Perusahaan adalah :

a. untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu
dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

b. dalam hal tertentu melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan
Pemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan
cadangan pangan Pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada
golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan
pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka

ketahanan pangan.

(3) Tujuan Perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi nasional

1)

()

khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di

bidang pangan.

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan penugasan Pemerintah sebagai-mana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, Perusahaan memperhatikan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri terkait di bidang penugasan
tersebut.

Rencana kerja dan Laporan Keuangan dalam rangka penugasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat secara terpisah di dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Laporan Keuangan

Perusahaan.

Bagian ...



